
 
 

 
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 
NOMOR  2  TAHUN 2024 

 

TENTANG  
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SITUBONDO, 

 
Menimbang : a. bahwa penguatan dan pengembangan ekosistem riset 

dan inovasi di daerah perlu dilakukan dalam rangka 
meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan 
kewenangan dan prinsip otonomi daerah yang 
bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi 
perangkat daerah yang efektif, efisien, profesional 
sesuai dengan fungsi dan beban kerja; 

b. bahwa untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi 
dan sinergi seluruh sumber daya sektoral yang 
menjalankan penelitian, dan untuk mewujudkan riset 
dan inovasi yang lebih terarah dan aplikatif untuk 
meningkatkan sistem pemerintahan, pembangunan 
dan pelayanan publik yang lebih baik, perlu dibentuk 

Badan Riset dan Inovasi Daerah; 
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur 
Badan Riset dan Inovasi, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan 
perubahan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

 
 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang   

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang 
Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur 
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); 

7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 
Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 380); 
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2021 Nomor 5); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO 

dan 
BUPATI SITUBONDO, 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT 
DAERAH. 
 

  Pasal I 
Ketentuan ayat (3) huruf d angka 12 dan angka 14 serta 
huruf e angka 1 Pasal 3 dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 8 tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 
6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5), diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 3 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat 
Daerah Kabupaten Situbondo. 

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas: 
a. Sekretariat Daerah; 
b. Sekretariat DPRD; 
c. Inspektorat; 
d. Dinas; 
e. Badan; dan 
f. Kecamatan. 

(3) Nomenklatur, pembidangan urusan pemerintahan 

dan tipelogi Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: 
a. Sekretariat Daerah tipe A; 
b. Sekretariat DPRD tipe A; 
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c. Inspektorat Daerah tipe A; 
d. Dinas Daerah, terdiri dari: 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A 

yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

2. Dinas Kesehatan tipe A yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang Kesehatan; 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Permukiman tipe A yang melaksanakan 
urusan pemerintahan bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang, urusan 
pemerintahan bidang Pertanahan dan 
urusan pemerintahan bidang Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman; 

4. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan 

Perlindungan Masyarakat; 
5. Dinas Sosial tipe A yang melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang Sosial; 
6. Dinas Ketenagakerjaan tipe B yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan 
bidang Transmigrasi; 

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, 
dan Keluarga Berencana tipe A yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak dan urusan pemerintahan bidang 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana; 

8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe 

A yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang Pertanian dan urusan pemerintahan 
bidang Pangan; 

9. Dinas Lingkungan Hidup tipe B yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
Lingkungan Hidup; 

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
tipe A yang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang Administrasi 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
tipe B yang melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa; 

12. Dinas Perhubungan tipe B yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

Perhubungan; 
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13. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A 
yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang Komunikasi dan Informatika, urusan 

pemerintahan bidang Persandian, dan 
urusan pemerintahan bidang Statistik; 

14. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan 
Perdagangan tipe A yang melaksanakan 
urusan pemerintahan bidang Koperasi, 
Usaha Mikro, urusan pemerintahan bidang 
Perindustrian serta urusan pemerintahan 
bidang Perdagangan; 

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu tipe B yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
Penanaman Modal; 

16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe 
A yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan 
bidang Pemuda dan Olahraga; 

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A 
yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang perpustakaan dan urusan 
pemerintahan bidang kearsipan;dan 

18. Dinas Peternakan dan Perikanan tipe A yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
Pertanian sub Peternakan dan Kesehatan 
Hewan dan urusan pemerintahan bidang 
Kelautan dan Perikanan. 

e. Badan Daerah, terdiri dari: 
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset 

dan Inovasi Daerah tipe A yang 
melaksanakan fungsi penunjang bidang 
Perencanaan dan menyelenggarakan 
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan 
Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang 

terintegrasi di Daerah; 
2. Badan Pendapatan Daerah tipe A yang 

melaksanakan fungsi penunjang bidang 
Keuangan; 

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A 
yang melaksanakan fungsi penunjang bidang 
Keuangan; dan 

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumberdaya Manusia tipe B yang 
melaksanakan fungsi penunjang bidang 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 

f. Kecamatan terdiri dari: 
1. Kecamatan Arjasa dengan tipe A; 
2. Kecamatan Asembagus dengan tipe A; 
3. Kecamatan Banyuglugur dengan tipe A; 
4. Kecamatan Banyuputih dengan tipe A; 

5. Kecamatan Bungatan dengan tipe A; 
6. Kecamatan Besuki dengan tipe A; 

 
 
 



6 
 

7. Kecamatan Jangkar dengan tipe A; 
8. Kecamatan Jatibanteng dengan tipe A; 
9. Kecamatan Kapongan dengan tipe A; 

10. Kecamatan Kendit dengan tipe A; 
11. Kecamatan Mangaran dengan tipe A; 
12. Kecamatan Mlandingan dengan tipe A; 
13. Kecamatan Panarukan dengan tipe A; 
14. Kecamatan Panji dengan tipe A; 
15. Kecamatan Situbondo dengan tipe A; 
16. Kecamatan Suboh dengan tipe A; dan 
17. Kecamatan Sumbermalang dengan tipe A. 

 

  Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo. 

   
 Ditetapkan di Situbondo 

Pada tanggal 3 September 2024 

BUPATI SITUBONDO, 

 

                     ttd. 

 

KARNA SUSWANDI 

Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 3 September 2024 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO,  

 

              ttd. 

 

WAWAN SETIAWAN 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 2 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA 

TIMUR: 146-2/2024 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H. 

Penata (III/c) 

19850725 201503 1 001 

 


